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Pada hari ini, Kamis, tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dus

puluh lima (11-09-2025), bertempat di Jakarta, vang bertanda langan di
bawah ini:

L.

SUPRATMAN ANDI AGTAS, selaku Menteri Hukum Republik Indonesia,
vang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Momeoer 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Hukum  Republik  Indonesia, berkedudukan di
Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. &-7, Kuningan,
Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH, sclaku Kepala Badan Kepegawaian Negara,
yvang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 188/TPA Tahun 2024, dalam hal mi bertindak untuk dan atas
nama Badan Kepepawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen
Sutoyo Nomor 12 Cihlitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA,
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FIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA seccara sendiri-sendin selanjutnya
disebut schagai PIHAK dan secara bersama-sama discbut PARA PIHAK,

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyal
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk
membantiu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,
dan

bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian
vang diben kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan tekrus,
pembinaan, penyelenggaraan  pelayanan, pengendalbian  atas
pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan

polaksanaan penpawasan penerapan sistem merit.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai

benkut:

1.

3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Momor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2335,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6894);

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kemenlerian
Hukum [Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor
351);

Peraturan Menteri Hukum Nemeor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 832); dan

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42).
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi di Bidang Hukum dan Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk
selanjutnva disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
[1] MNota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bag
PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan
wewenang masing-masing PIHAK,
i2)] Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi
dan sinergi sumber daya vang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;
a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b, pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan

perundang-undangan;

peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
d. bidang kerja sama lain yang discpakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN
{1} Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat
teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota

Kesepahaman ini,
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(2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA
PIHAK dan ditandatangani olch Pejabat vang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGEA WAKTU

(1) MNota Kescpahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung secjak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah,
atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

{2) Nota Kesepahaman im dapat diperpanjang, diubah, atau diakhir
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK
melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan,
perubahan, atau pengakhiran.

(3) Berakhirnya Nota Kesepahaman scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis me iri
tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya,

Pasal 5
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada
anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal &
PEMANTAUAN DAN EVALUAS]
(1] PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman imi
secara berkala paling sedikit 1 {satu) kali dalam 1 {satu) tahun.
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(2]

(1]

(2]

(3)

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sehagai bahan

masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI
Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada
PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan
secara tertulis dan dialamatkan kepada:
a. PIHAK KE3ATU
MNarahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan

Kerja Sama Kementerian Hukum

Alamat : JL HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan

Telepon/faks : [021) 5253167

Surel i kadni@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA
Narahubung | HKepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : WJJalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta
Timur 13640

Telepon/faks @ (021) BOBETO0Q

Surel - kdn@bkn.go.id

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data kerespondensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara
tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling
lambat 7 (tujuh) han kerja sebelum perubahan data korespondensi
terschut dinyatakan efektif.

Selama pemberitahuan  perubahan/penggantian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] belum diterima oleh PIHAK lainnva, segala
korespondensi pelaksanaan MNota Kesepahaman ini tetap ditujukan
kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana
dimaksud pada avat (1].
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Pasal 8
ADENDUM
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup
diatur dalam MNota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP
(1} Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2
{dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan
hulkum vang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap

asli.
{2} Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

ZUDAN ARIF FAKRU LL{JH/k

Paraf A ?9
Pifsak Kesatu; Pihak Kedua, Halaman ke-6 dari 6 halaman




{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

